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DPR Diminta Segera Gelar Uji
Kelayakan Calon Hakim Agun

DPR mengirimkan surat ke komisi Yudisial agar menghentikan seleksi hakim agung karena
ada kegiatan seleksi komisioner KY untuk periode vang akan datang. Tindakan DPR 1ersebut
dinilai keliru dan terindikasi sebagai upava intervensi.
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